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ABSTRAK 

Oleh: 

FAISAL FAJRI 

 

 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap 

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan 

pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya. Islam memerintahkan agar manusia saling 

bekerjasama, baik kerjasama dengan cara masing-masing pihak memberikan 

modal dan sama-sama bekerja, atau kerjasama antara pihak pemilik modal dengan 

pihak pekerja (satu memberikan modal, satu bekerja). Kerjasama tersebut dapat 

dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil. Bagi hasil merupakan tata cara yang 

berkaitan dengan pembagian hasil usaha atas dasar keuntungan hasil panen antar 

pekerja dengan pemilik tanah.  

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan 

muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

ditinjau dari ekonomi Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  pelaksanaan muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi Islam. Dan manfaat dari 

penelitian ini adalah secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dan menambah 

khazanah ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam, khususnya tentang 

muzara’ah. Secara praktis, dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat 

dalam upaya pelaksanaan muzara’ah yang sesuai dengan Ekonomi Islam, serta 

dapat diaplikasikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Desa Adiwarno 

khususnya bagi para pemilik tanah dan petani penggarap 

Jenis  penelitian ini adalah field research, atau penelitian lapangan dan 

bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan 

cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

ditinjau dari ekonomi Islam adalah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan syari’at Islam atau ekonomi Islam, karena cara bagi hasil 

yang dilakukan sudah berdasarkan atas perolehan hasil pertanian (dengan 

persentase) yaitu hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan 

pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar kecilnya bagian tersebut 

juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi 

masing-masing dalam penggarapan tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk 

digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber 

kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Al-Quran telah memerintahkan 

kepada manusia untuk berta’awun, yaitu saling membantu dan saling kerja 

sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
1
 Allah SWT juga telah 

menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling tukar 

menukar keperluan dalam segala urusan.  

Islam memerintahkan agar manusia saling bekerjasama, baik 

kerjasama dengan cara masing-masing pihak memberikan modal dan sama-

sama bekerja, atau kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak 

pekerja (satu memberikan modal, satu bekerja). Kerjasama tersebut dapat 

dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil. 

Bagi hasil merupakan tata cara yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha atas dasar keuntungan hasil panen antara pekerja dan pemilik 

tanah. Pada kenyataannya terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam 

mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Terkadang ada pemilik 

tanah yang tidak mempunyai kemahiran bercocok tanam, maka Islam 

mensyari’atkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua 

                                                 
1
 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 11. 



 

 

 

2 

belah pihak.
2
 Salah satu bentuk kerjasama yaitu dalam bentuk muzara’ah, 

orang-orang yang tidak mempunyai modal (lahan atau dana) sementara dia 

mempunyai kemampuan teknis, dapat bekerja dengan orang yang mempunyai 

dana, begitupun sebaliknya. 

Muzara’ah adalah “kerjasama pengelolahan pertanian antara pemilik 

lahan dan penggarap, di mana pemiliklahan memberikan lahan pertanian 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 

tertentu (persentase) dari hasil panen”.
3
 Orang yang mengerjakan ini 

berkewajiban mengurus apa saja yang baik bagi buah dan tanaman, 

disamping mengairi, memberi saluran air, membajak, dan menyediakan alat-

alat, dan seterusnya.
4
 

Pemanfaatan tanah pertanian dengan cara muzara’ah, pemilik tanah 

boleh menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya 

dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, 

misalnya ½, 1/3, atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.
5
 

Sistem muzara’ah seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa 

Adiwarno justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini 

adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi kesepakatan yang tidak 

adil dari pihak pemilik tanah yaitu tidak membagi hasilnya dengan cara 

                                                 
2
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 159. 

3
 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 99 
4
 Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan 

Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 221. 
5
 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu,1982), h. 383. 
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membagi hasil panen yang diperoleh akan tetapi pemilik lahan membagi 

dengan cara membagi area sawah yang digarap. 

Masyarakat Desa Adiwarno sebagian besar adalah berprofesi sebagai 

petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Desa 

Adiwarno, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani 

buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu 

menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan 

kerja. 

Berdasarkan pra survey, pelaksanaan muzara’ah yang  sering terjadi 

di Desa Adiwarno Dusun 2 yaitu dalam akad bagi hasilnya pemilik tanah 

memberikan persyaratan kepada petani penggarap dengan cara membagi hasil 

panennya dengan prosesntasi yaitu 70% petani penggarap tanah dan 30% 

petani pemilik tanah. Karena petani pemilik tanah hanya bermodalkan tempat 

atau lahan yang akan ditanam, sedangkan petani penggarap tanah atau lahan 

bermodal keseluruhan mulai dari bibit, mengariri sawah, pupuk baik itu 

pupuk semprot maupun pupuk yang lain, dan sebagainya.   

Pemilik tanah, mengemukakan bahwa bagi hasil yang dilakukan 

dengan cara persentase, menurutnya cara seperti itu sudah benar, dan juga 

sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu muzara’ah dimana keseluruhan modal 

ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik tanah hanya bermodal 

tempat atau lahan yang akan ditanam saja.
6
  

                                                 
6
Pra Survey Tanggal 03 Maret  2016, Wawancara dengan Bapak Basir (Pemilik Tanah) 
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Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani 

penggarap yaitu petani penggarap sudah setuju atas bagi hasil tersebut, karena 

disini petani penggarap merasa adanya kesesuaian dari pembagian hasil 

akhirnya. Dikatakan sesuai, karena dalam penentuan hasilnya petani 

penggarap diikut sertakan atau dimintai kesepakatan untuk penentuan 

hasilnya, tidak hanya langsung ditentukan oleh si pemilik tanah. dalam 

perjanjian bagi hasil yang digunakan sistemnya seperti ituyaitu persentase 

petani penggarap juga tidak terlalu mudah untuk tidak menyetujuinya 

dikarenakan yang keadaannya hanya sebagai pekerja serabutan dengan 

penghasilan yang tidak tentu dan juga kurang begitu memiliki modal untuk 

mendirikan usaha sendiri, maka si penggarap tetap menyetujui dalam akad 

tersebut.
7
 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud menelusuri 

lebih jauh Pelaksanaan Muzara’ah Di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas rumusan masalah yang 

dapat Peneliti kemukakan adalah : “Bagaimanakah pelaksanaan Muzara’ah di 

Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Ditinjau 

dari Ekonomi Islam?” 

 

                                                 
7
Pra survey  23 februari 2016, wawancara dengan bapak yanto (petani penggarap) 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan  

Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin 

di peroleh dari hasil penelitian.
8
 “tujuan penelitian adalah untuk 

menemukan, mengembangkan dan untuk menguji suatu pengetahuan.”
9
 

Berdasarkan pendapat di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah “untuk mengetahui pelaksanaan muzara’ah di Desa 

Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi 

Islam”. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan “pernyataan bahwa penelitian yang 

dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoretis maupun kegunan 

praktis.”
10

 Adapun manfaat penelitian secara praktis maupun teoretis 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dan menambah 

khazanah ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam, khususnya 

tentang muzara’ah. 

2. Secara praktis, dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat 

dalam upaya pelaksanaan muzara’ah yang sesuai dengan Ekonomi 

Islam, serta dapat diaplikasikan pelaksanaannya dalam kehidupan 

                                                 
8
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN, Metro: STAIN Pers, 2013), 

h. 27 
9
 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 

Yogyakarta, 1986, hal. 3. 
10

 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, h. 27 
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masyarakat Desa Adiwarno khususnya bagi para pemilik tanah dan 

petani penggarap. 

 

D. Penelitian Relevan  

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (prior 

research) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang 

persoalan yang akan dikaji
.11

 Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian 

ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan 

perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Epi Yuliana, Fakultas Syari’ah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Bagi Hasil Penggaraan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu 

Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet 

serta tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil yang terjadi  di Desa Bukit 

Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dimana hasil dari 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya pelaksanaan bagi hasil 

kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu ditinjau dari beberapa segi 

seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil 

kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut 

                                                 
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, h. 27 
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penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam.
12

 Terdapat 

perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

membahas tentang pelaksanaan muzara’ahyang merugikan pihak petani 

penggarap. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh, Erick Praseyo Agus, jurusan syariah dan 

hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul 

skripsi Produktivitas Kerja Tani Ditinjau Dari Sistem Muzara’ah. 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh sistem bagi hasil pertanian 

atau muzara’ah. Dimana hasil dari penelitian ini adalah tidak saling 

mempengaruhi antara kedua variable trsebut. Dimana tidak ada pengaruh 

antara sistem muzara’ah terhadap produktifias kerja tani penggarap.
13

 

Terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan 

yaitu membahas tentang pelaksanaan muzara’ahyang merugikan pihak 

petani penggarap. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul 

skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Lahan 

Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat. 

Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

praktek pengelolaan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari simpang 

Tonang Sumatera Barat. Dimana hasil dari penelitian ini adalah akad kerja 
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8 

sama pengelolaan lahan pertanian tidak bertentangan dengan hukum 

Islam.
14

 Terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan muzara’ah yang merugikan 

pihak petani penggarap. 

Setelah peneliti pahami dari ketiga penelitian di atas, disini peneliti 

dapat memahami bahwa tidak ada penelitian yang terkait dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas 

Pelaksanaan Muzarar’ah Di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam.Kemudian peneliti 

lakukan sebuah penelitian ternyata ada sebuah ke tidak adilan.Pemilik tanah 

memberikan persyaratan kepada petani penggarap dengan bagi hasil 

berdasarkan area sawah garapan, bukan berdasarkan sebuah akad atau hasil 

panen yang akan diperoleh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara’ah 

Secara etimologi, muzara’ah (  المزارعة ) adalah “wazan علة   امف  dari 

kata الزرع yang sama artinya dengan الانبا ت (menumbuhkan).
1
  

Muzara’ah secara bahsa berasal dari bahasa Arab dari kata dasar 

az-za’ru. Kata az’za’ru sendiri memiliki dua makna. Makna yang 

pertama ialah tharh az-zur’ah yang artinya melemparkan benih 

(dalam istilah lain dari az-zur’ah ialah al-budzr), yakni 

melemparkan benih ke tanah, dan makna yang kedua dari az-zar’u 

ialah al-inbaat yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. 

Makna yang pertama dalah makna yang sebenarnya (ma’na 

haqiqiy), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (ma’na 

majaziy). Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, 

namun kata haratsa lebih cendrung mendekati makna bercocok 

tanam.
2
 

 

Muzara’ah adalah kerjasama pengelolahan pertanian antara pemilik 

lahan dan penggarap, di mana pemiliklahan memberikan lahan pertanian 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 

tertentu (persentase) dari hasil panen”.
3
. Muzara’ah berasal dari kata 

zara’a yazra’u, yang artinya bertani atau bercocok tanam. Muzara’ah 

berarti pertanian.
4
 

                                                 
1
 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 205. 

2
 Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah, Vol 3, Jurnal, (Mesir: 

Dar-el-bayan al-‘Arabiyy, 2005), h. 5  
3
 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 99 
4
Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 326 
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Pendapat lain mengungkapkan bahwa, “muzara’ah ialah paroan 

sawah atau ladang yang bibitnya dari orang yang bekerja, zakatnya 

diwajibkan pada pak tani.”
5
 Pendapat yang lainnya pun mengungkapkan  

bahwa Muzara’ah adalah “seorang pekerja menyewa tanah dengan apa 

yang dihasilkan dari tanah tersebut.”
67

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa 

muzara’ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian 

yang keluar sebagian darinya, dan secara istilah muzara’ah adalah akad 

kerjsama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara 

pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan 

kedua pihak.  

Jadi muzara’ah adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dengan 

petani penggarap untuk mengelolah tanah pertanian, ladang atau sawah, 

dimana pemilik tanah memberikan lahan kepada petani penggarap untuk 

dikelola, dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang mereka 

tentukan atas dasar keuntungan hasil panen. 

 

2.  Dasar Hukum Muzara’ah 

Allah SWT. memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong 

dan bekerja sama, salah satunya dalam bentuk muzara’ah. Sedangkan 

dasar hukum muzara’ah itu sendiri adalah sebagai berikut: 

 

                                                 
5
 Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 549. 

6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 155 
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a. Al-Qur’an 

i. Surat Al-Maidah ayat 2: 

…            … 

 

Artinya: … Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong 

dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan… ( Q.S Al-

Maidah : 2)
8 

ii. Surat al-Muzamamil ayat 20: 

 …                   … 

Artinya: … dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; … (QS. al-Muzammil : 20).
9
 

 

iii. Surat al-Zukhruf ayat 32: 

                     

                     

             

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. al-Zukhruf : 

32)
10

 

                                                 
8 
Departemen Agama RI, Al-Qur’andan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 

106 
9
 Ibid,  h. 575 

10
 Ibid, h. 491 
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iv. Surat al-Waqi’ah ayat 63-64 

                          

 

Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. 

kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang 

menumbuhkannya?. (QS. al-Waqi’ah : 63-64)
11

 

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dimuka bumi ini 

harus saling tolong menolong dan juga bekerjasama dalam 

menjalankan kebaikan serta mendapat rahmat kebahagiaan  di dunia 

dan di akherat.  

 

b. Hadits   

Hadis Nabi SAW 

ثَ نَايََْيََ  دٌحَدَّ ثَ نَامُسَدَّ ثَنِِ حَدَّ بْنُ سَعِيدٍعَنْ عُبَ يْدِ الِله قاَلَ حَدَّ
هُمَاقاَلَ عَامَلَ النَّبُِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  ناَفِعٌ عَنْ ابْنِ عَمَرَرَضِيَ اللهُ عَن ْ

هَامِنْ ثََرَأٍَوْزَرعٍْ  (12روى البخا رى )  وَسَلَّمَ خَيْبَ رَ بِشَطْرمَِايََْرجُُ مِن ْ  

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dan ‘Ubaidullah 

berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi’ dan 

Ibnu’Umar berkata: Nabi memperkerjakan orang untuk 

memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dan 

hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.” (H.R. 

Bukhari)
13

 

 

                                                 
11

 Ibid, h. 536 
12

 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid 2, (Indonesia:  

Maktabah Dahlan, h. 68. 
13

 Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk. , Terjemah Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta: 

Widjaya, 1984, Shahih Bukhari III, Hadis ke-1138, h. 10. 
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Hadis tersebut di riwayatkan oleh beberapa orang sahabat di 

antaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Ketika itu 

Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memberikan 

bagian tertentu dari hasil tanah tersebut kepada petani penggarap.  

Hadis di atas tidak dijelaskan berapa besar bagian untuk pekerja. 

Dengan kata شطر menunjukan bahwa bagian yang di peruntukan untuk 

yang bekerja tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Bagian 

tersebut bisa ½, 1/3, ¼, atau 1/5. Lebih tepat lagi apabila bagian yang 

diperoleh oleh pekerja sesuai dengan perjanjian antara pemilik dengan 

pekerja, yang dibuat sebelum kerja sama itu dilakukan.
14

 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa 

bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah 

denganrasio bagi hasil dengan pembagian hasil 1/3 : 2/3, ¼ : ¾, ½ : ½, 

maka Rasulullah pun bersabda, “Hendaklah menanami atau 

menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah 

satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.
15

 

Hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah membolehkan 

muzara’ah dengan perolehan sebagian hasil dari panen sesuai dengan 

perjanjian kedua belah pihak ketika akad. Kemudian dijelaskan dalam 

bukunya Syekh Muhammad YusufQardhawi, bahwa: 

Muzara’ah adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku, yang 

juga dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. sampai beliau meninggal 

                                                 
14

 Enizar, Syarah Hadits Ekonomi, (Metro: STAIN Press, 2005), h. 20. 
15

 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 99 
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dunia, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin  sampai 

mereka meninggal dunia. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang 

sesudahnya. Sehingga tidak seorangpun ahli bait Nabi di Madinah 

yang tidak mengerjakan hal ini. Dan begitu juga istri-istri Nabi saw 

sepeninggal beliau.
16

 

 

Ulama-ulama Hanafiyah berkata, Sebagaimana dikemukakan oleh 

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yaitu: 

Muzara’ah pada syara’ ialah: suatu akad tentang pekerjaan di atas 

tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara 

menyewakan tanah dengan sebagian hasil atau yang empunya tanah 

mengupahkan yang bekerja dengan pembagan hasil. Kata Abu Hanifah 

dan Muhammad : Boleh. Pendapat inilah yang difatwakan dalam Mazhab 

Hanafi. Dan Abu Hanifah berkata: Boleh muzara’ah kalau kerja dan bibit 

kepunyaan bersama. Dengan demikian berartilah si pekerja menyewa 

tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja 

dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.
17

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya muzara’ah pada syara’ 

boleh, dengan catatan bahwa kerja dan bibit kepunyaan bersama, antara si 

pekerja yang menyewa tanah dengan alat-alatnya, dengan pemilik 

mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat serta bibitnya. 

 

 

 

                                                 
16

 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1982), h. 384. 
17

 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 425. 
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3. Rukun dan Syarat Muzara’ah 

a. Rukun Muzara’ah 

Rukun-rukun muzara’ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: 

1) Tanah 

2) Perbuatan pekerja 

3) Modal 

4) Alat-alat untuk menanam.
18

 

Terkait hal ini tanah berasal dari pemilik tanah untuk petani 

penggarap, kemudian petani penggarap berkewajiban untuk 

mengolahtanah tersebut. Sedangkan modal, termasuk benih dan 

keperluanpertanian (alat-alat untuk menanam) berasal dari petani 

penggarap itu sendiri, dan bagi hasil ditentukan berdasarkan 

kesepakatan diawal keduabelah pihak berdasarkan hasil panen. Menurut 

Hanabilah, rukun muzara’ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh 

dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan 

qobul.
19

  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pada akad 

muzara’ah dapat dilakukan dengan ucapan apa saja antara pemilik 

tanah dengan petani penggarap asalkan menunjukkan keridhaan antara 

keduanya. 

 

 

 

                                                 
18

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,  h.158. 
19

 Ibid., h. 159. 
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b. Syarat-syarat Muzara’ah 

Menurut Hanafiyah Syarat-syarat muzara’ah sebagaimana 

yangdinyatakan oleh Hendi Suhendi ada lima, yaitu sebagai berikut:  

1) Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu dia harus 

berakal. 

2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan 

adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 

3) Syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu 

bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 

(prosentasenya) ketika akad, hasil adalah milik bersama, 

bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang 

yang sama, seperti dari kapas, bila malik bagiannya padi 

kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, 

kemudian bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 

yang terakhir tidak disyaratkan bagi salah satunya 

penambahan yang ma’lum. 

4) Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, 

yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat 

diketahui seperti batas-batasnya.  

5) Syarat yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya yaitu 

waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk 

menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi 

waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang 

dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), danwaktu tersebut 

memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
20

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya syarat-syarat 

muzara’ah dapat dipahami seperti harus berakal, adanya penentuan 

macam apa saja yang akan ditanam, bagian masing-masing harus 

disebutkan jumlahnya (prosentasenya) ketika akad, hasil adalah milik 

bersama, tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat 

diketahui seperti batas-batasnya, dan waktunya telah ditentukan 

                                                 
20

 Ibid., h. 159 
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Pendapat yang lain tentang syarat muzara’ah menurut Abu 

Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Rachmat Syafe’i adalah sebagai berikut: 

1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad), yaitu 

mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh, kemudian Imam 

Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama 

Hanafiyah tidak mensyaratkannya. 

2) Syarat tanaman, yaitu diantara para ulama terjadi perbedaan 

pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik  jika 

diserahkan kepada pekerja.  

3) Syarat dengan garapan, yaitu tanah tersebut memungkinkan 

untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan 

menghasilkan, jelas tanahnya, dan ada penyerahan tanah. 

4) Syarat tanaman yang dihasilkan yaitu jelas ketika akad, 

diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad, ditetapkan 

ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan 

lain-lain, dan hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara 

dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak boleh 

mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad 

hanya mendapatkan sekedar pengganti biji. 

5) Akad pada muzara’ah harus didasarkan pada tujuan syara’ 

yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.  

6) Syarat alat bercocok tanam, yaitu dibolehkan menggunakan 

alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai 

konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakn 

alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, muzara’ah dipandang 

rusak. 

7) Syarat muzara’ah, yaitu dalam muzara’ah diharuskan 

menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan muzara’ah 

dipandang tidak sah.
21

 

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa syarat-

syarat musara’ah adalah mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh,  

diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan 

menganggap lebih baik  jika diserahkan kepada pekerja, tanah tersebut 

memungkinkan untuk digarap, jelas ketika akad, diharuskan atas 

                                                 
21

Rachmat Syafei,  Fiqh Muamalah., h. 208. 
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kerjasama dua orang yang akad, harus didasarkan pada tujuan syara’, 

dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud 

sebagai konsekuensi atas akad, serta diharuskan menetapkan waktu. 

Jika waktu tidak ditetapkan muzara’ah dipandang tidak sah. 

 

4. Akad Perjanjian Muzara’ah 

Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.Ulama 

fiqih mengartikan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan 

qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
22

 

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari 

Madzhab Hanafi, masa penanaman atau selesainya muzara’ah tersebut 

harus jelas, tanah yang digunakan harus tanah yang layak untuk ditanami, 

objek akad dalam muzara’ah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya 

akad, baik menurut syara’ maupun ‘urf (adat) apabila hal tersebut tidak 

jelas maka akad muzara’ah tidak sah. Mengenai benih, disediakan oleh 

pemilik lahan, penggarap maupun ditanggung bersama antara pemilik 

lahan dan penggarap. 

  Berkaitan dengan modal atau benih dalam akad muzara’ah 

menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanafiah) 

menyatakan bahwa muzara’ah mempunyai tiga keadaan, yaitu: 

a. Jika tanah dan benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan 

pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap. Sehingga 

yang menjadi objek muzara’ah adalah jasa petani. 

                                                 
22

Ibid., h. 43-44 
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b. Jika pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani 

menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek 

muzara’ah adalah manfaat lahan. 

c. Jika tanah, benih dan alat penggarap dari pemilik tanah dan 

pekerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara’ah 

adalah jasa petani.
23

 

 

Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan 

sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut 

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat 

pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat 

pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Manfaat alat pertanian tidak 

sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan untuk menghasilkan tumbuh-

tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelola 

lahan,
24

 sebagaimana hadist Rasulullah: 

هُمَا فِ الْمُكَاتَبِ شُرُوطهُُمْ  وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الِله ، رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
نَ هُمْ  وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ ، أوَْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ الِله فَ هْوَ باَطِلٌ وَإِنِ . بَ ي ْ

 اشْتَ رَطَ مِئَةَ شَرْطٍ 
Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah 

(Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat (HR 

Bukhori)
25

 

Maksud dari hadist di atas bahwa harus sama ridho dan ada pilihan 

maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan kepada 

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan 

                                                 
23

 Ibid., h 210 
24

 Indra Prayoga, “Penerapan Akad Muzara’ah pada Tanah Wakaf” dalam  Islamic, 

Universitas Islam Negeri, Vol. 4/Juni 2013, h. 3-4 
25
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isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak 

bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan 

dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang  

diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian. 

5. Ketentuan Muzara’ah Dalam Islam 

Ketentuan muzara’ah dalam Islam melihat dari keadilan, yaitu 

kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu sedikit ataupun banyak. 

Tidak layak jika salah satu pihak mendapat bagian yang terkadang suatu 

tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan.
26

 

Muzara’ah merupakan bentuk ta’awun antara petani penggarap 

dengan pemilik tanah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah 

pertanian tetapi dia tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang 

yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam 

mensyari’atkan muzara’ah sebagai jalan tengah bagi keduanya. 

Muzara’ah dilakukan dengan pembagian hasil menurut ekonomi 

islam yang disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap. 

Pembagian  hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari 

yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga atau lebih dari itu atau 

pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
27

Dalam 

sistem perekonomian Islam masalah yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha harus dilakukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama 

(akad), dimana yang ditentukan salah satu masing-masing pihak, misalnya 

                                                 
26

 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. 
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40:60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan 

dididtribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana dan 60% bagi pengelola 

dana.
28

 

Jadi sistem bagi hasil merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Yang 

terjadi disini antara pemilik tanah dan petani penggarap.  

Oleh karena itu dalam ekonomi Islam, pelaksanaan muzara’ah 

seharusnya dilakukan dengan cara masing-masing pihak mengambil 

bahagian itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui 

bersama berdasarkan hasil panen. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah 

pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya 

pun akan mendapat sedikit pula. Dan jika tidak menghasilkan, maka 

keduanya akan menderita kerugian, dengan begitu cara ini akan lebih 

menyenangkan jiwa kedua belah pihak.Begitu pula Rasulullah SAW. 

melihat apa yang disebut keadilan, yaitukedua belah pihak bersekutu 

dalam hasil tanah itu sedikit ataupun banyak.
29

 

Menurut Afzalur Rahman,
 30

 bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang 

juga dianggap sah adalah sebagai berikut : 

a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, 

peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya 

                                                 
28
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menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari 

hasil. 

b. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan 

peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari 

hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional. 

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih 

dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh 

dari hasil. 

 

B. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ”kumpulan norma hukum yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat 

manusia”.
31

 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa ekonomi Islam adalah 

”bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan 

menuntun agar manusia berada di jalan lurus (shirat al mustaqim)”.
32

 

Dengan demikian ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang 

mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan 

kesejateraandunia akherat).
33
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Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi 

Islam adalah bidang-bidang ilmu perekonomian umat manusia yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis yang tujuannya untuk menuntun 

manusia berada di jalan lurus yaitu shirat al mustaqim. 

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Menurut Zainudin Ali prinsip-prinsip ekonomi syari’ah ada 5 

adalah sebagai berikut: 

a. Siap menerima risiko 

b. Tidak melakukan penimbunan 

c. Tidak monopoli 

d. Pelarangan  interes riba 

e. Solidaritas sosial
34

 

 

Berdasarkan pendapat di atas penulis akan menguraikan satu 

persatu  yaitu : 

1. Siap menerima risiko 

Menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan merupakan 

keuntungan dan manfaatnya yang diperoleh juga terkait dengan jenis 

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh 

seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada 

manfaat, di situ ada risiko”.
35

 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa maksud dari siap menerima 

risiko adalah sesuatu yang terkait baik itu keuntungan atau manfaat yang 

diperoleh seseorang pasti ada risikonya. 
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2. Tidak melakukan penimbunan 

Sistem syariah tidak seorang pun yang diizinkan  untuk menimbun 

uang, dengan kata lain hukum Islam tidak memperbolehkan uang konta 

(cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.
36

 

Terkait dalam hukum Islam  melarang seseorang menimbun uang 

tanpa ada manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan 

sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk 

uang kontan tersebut. Hal tersebut menghindari kegiatan penimbunan uang 

yang biasanya digunakan untuk kepentingan spekulasi. Uang yang dimiliki 

seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (selling and 

buying) secara kontinu. 

3. Tidak monopoli 

Sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari 

perorangan  maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli termasuk 

di dalam  gadai syariah. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi 

sebagai jiwa dari fastabiqul khairat. Depreciation, segala sesuatu di dunia 

ini mengalami depresiasi
 37

 

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam sistem syariah 

monopoli tidak diperbolehkan karena Islam tidak memperbolehkan 

menetapkan harga pada uang. Uang bukan merupakan alat penyimpan 

nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi memiliki harga 

sedangkan uang tidak. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga 
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pada uang. Jika seseorang memberikan pinjaman 5 juta rupiah kepada 

orang lain, maka orang tersebut mengembalikan pinjaman 5 juta rupiah 

bukan 5,2 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai pelantara (alat tukar). Hal itu 

berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap 

stabil. 

4. Pelarangan  interes  riba  

Pelarangan  seluruh jenis  interes  adalah riba termasuk bunga bank 

dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an seperti 

pernyataan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut : 

ؤْمِنِيَ   ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِن كُنتُم مُّ
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. (QS Al Baqarah : 278)
38

 

5. Solidaritas sosial 

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat 

diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh 

tubuh akan merasakan juga. Jika seseorang muslim mengalami problem 

kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang 

miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak dan shadaqah).
39

 

Berdasarkan kepenjelasan di atas bahwa kekayaan adalah milik 

Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia merupakan 

amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah 
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tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu 

merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk 

menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapapun yang 

menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di 

akherat sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Muazzammil ayat 20 

sebagai berikut: 

ندَ ... دُوهُ عأ كُم مِّنْ خَيْرٍ تَجأ نَفُسأ مُوا لِأ رًا وَأَعْظَمَ وَمَا تُ قَدِّ  اللَّهأ هُوَ خَي ْ

يمٌ     أَجْرًا وَاسْتَ غْفأرُوا اللَّهَ إأنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحأ
Artinya …”apa pun yang kamu berikanuntuk diri kamu kebaikan, 

akan kamu dapatkan disisin Allah dengan balasan yang lebih baik 

danlebih besar”. (QS. Al Muazzammil : 20)
40

 

Menurut pendapat Eko Suprayitno bahwasannya prinsip-prinsip 

ekonomi Islam itu ada delapan macam yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, 

sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan 

di akherat kelak. 

2. Kepimilikan pribadi diakui dalam konteks batas-batas tertentu 

yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak 

mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. 

3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi 

Islam (QS 4:29). 

4. Kepemilikan kekayaaan tidak boleh hanya dimiliki oleh 

segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital 

produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan 

meningkatkan kesejahtaraan masyarakat. 

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya 

dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. 

6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari 

pertanggungjawaban diakherat (QS 2:281) 

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi 

batas (nisab). 

                                                 
40

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 575 



 

 

 

27 

8. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.
41

 

 

Berdasarkan paparan di atas bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu 

adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai amanah dari Allah kepada 

manusia maka manusia itu harus bertanggung jawab atas amanah tersebut 

seperti kepimilikan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan 

masyarakat, bekerja, kepemilikan kekayaan, kepentingan orang banyak, 

zakat, dan Islam melarang riba dalam segala bentuknya. 

 

3. Sistem Ekonomi Islam 

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang 

saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling 

mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa 

sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.
42

 

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang 

didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam. Sumber dari keseluruhan nilai 

tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai 

sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan 

ajaran islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai 

ajaran yang sempurna, sebagaimana firman Allah SWT: 
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…                        

                            

 

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhai 

Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa 

karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. al-Maidah: 

3) 

 

Sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem 

ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga 

berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yangdidasarkan pada ajaran 

sosialisme. Memang dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam merupakan 

kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem 

ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan keduasistem tersebut. Sistem 

ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, 

namun terlepas dari sifat buruknya.
43

 

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem 

ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal merupakan 

pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. 

Sistem ekonomi islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem 

ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari pada kelemahan yang 

terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam 

sistem ekonomi islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan 

kerjasama di utamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. 
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Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi islam bukan saja menyediakan 

individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga 

memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang 

membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan 

sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak 

menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup. 

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang 

kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu 

dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang 

komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan 

mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi 

Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa 

membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu 

mementingkan diri sendiridi kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan 

dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang.  

Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi dikalangan masyarakat 

berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral sertadi sisi yang lain, 

beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat 

mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang 

menjadikan mereka tamak serta serakah, dan bagi si miskin, tidak merasa 

iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang 

terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi 

dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah 



 

 

 

30 

hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja 

senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus di dukung dan diperkuat.
44
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research), 

pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
1
 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pelaksanaan muzara’ah di 

Desa Adiwarno Dusun 2 Kecamatan Batanghari Kabupaten  Lampung 

Timur. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena peneliti berupaya 

untuk menjelaskan pelaksanaan muzara’ah. Menurut Sumadi Suryabrata, 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk 

membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, struktural dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.
2
 Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam penelitian 

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan 
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makna.
3
 Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan 

muzara’ah pada Desa Adiwarnodan di jelaskan secara deskriptif kualitatif. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian ini  

adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh.“
4
 Sumber data dapat 

diperoleh dari masyarakat secara langsung dan dari bahan-bahan kepustakaan. 

Dalam penelitian ini Peneliti juga menggunakan dua sumber data tersebut 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari petani, agar dapat mempermudah peneliti untuk 

mendapatkan informasi tentang permasalahan-permasalahan bagi hasil 

yang ada di Desa Adiwarno Dusun 2. Adapun populasi yang diteliti 

berjumlah 20 orang namun di ambil hanya 50% dari jumlah sampel yaitu 

10 orang, yaitu  pemilik tanah 4 orang dan penggarap tanah 6 orang, dan 

wawancara dilakukan secara langsung kepada sampel yang diteliti. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk.
5
 Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan 

Al-Quran, Sunnah, buku Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, dan lainnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Cara memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, baik data 

lapangan maupun data pustaka, maka Peneliti menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Metode Interview 

Metode Interview adalah “suatu proses tanya jawab lisan, dalam 

mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.”
6
 

Interview bertujuan untuk memastikan dan mengecek informasi 

yangdiperoleh melalui “face to face association” (hubungan muka dengan 

muka), guna untuk mengungkapkan latar belakang sosialnya, sikap, 

keinginan dan interprestasinya mengenai suatu masalah sosial.
7
Jadi dengan 

demikian metode interview dalam hal ini merupakan  suatu proses tanya 

jawab yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari responden atau 

pihak yang diinterview.Interview dibedakan menjadi tiga macam : 

a. Interview tak terpimpin (tanpa pedoman pertanyaan) 

b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan) 

c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara bebas dan terpimpin)
8
 

Metode interview yang akan Peneliti laksanakan dalam penelitian 

ini adalah termasuk metode interview bebas terpimpin, yaitu 

penginterview membuat pedoman atau membawa kerangka pertanyaan 

untuk disajikan kepada masing-masing petani. Guna untuk mempermudah  

mendapatkan data-data yang diperlukan dari petani, dalam hal ini Peneliti 
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8
 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch h. 204 
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telah menyiapkan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada petani 

penggarap dan petani pemilik tanah yang ada di Desa Adiwarno Dusun 2 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.
9
 Data-data tersebut di kumpulkan 

dan kemudian menelaah data dari bahan-bahan tertulis, yaitu berupa 

dokumen-dokumen atau catatan-catatan, elektronik, serta buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Data-data yang bersumber dari dokumen desa memuat tentang 

keadaan demografis, letak geografis, maupun struktur organisasi. 

Sedangkan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan memuat 

tentang landasan teori-teori muzara’ah, seperti pengertian muzara’ah, 

syarat dan rukun muzara’ah, dan lainnya.  

 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kreadibilitas data perlu 

di uji keabsahan serta kebenarannya dengan menggunakan trianggulasi. 

Trianggulasi dalam penelitian ini diartikan “sebagai sumber dengan 

                                                 
9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 236. 
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berbagai cara dan waktu”.
10

 Namun dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah trianggulasi teknik pengumpulan data. 

Trianggulasi teknik pengumpulan data adalah “penggunaan 

beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber 

data”.
11

 Menguji kreadibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah “proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.”
12

 Alat analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif 

lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk 

uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir 

induktif yang berangkat dari informasi tentang muzara’ah. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola,  menemukan  apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang  dapat 

diceritakan kepada orang lain.
13

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam 

mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif adalah deskriptif 

                                                 
10

 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 4, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 170 
11

 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 171 
12

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian.,h. 263. 
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.., h. 248 
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data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga 

aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang 

lainnya dalam analisis data. 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
14

  

Jadi reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan dari 

hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diringkas dan 

disistematisasikan agar mudah difahami dan dicermati oleh pembaca. 

Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi. Terkait 

dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang 

diperoleh terkait dengan pelaksanaan muzara’ah di Desa Adiwarno 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari ekonomi 

Islam, sehingga dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambah 

dengan dokumentasi yang ada, skripsi ini dapat difahami dan dicermati 

secara mudah oleh para pembaca. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan 

                                                 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 338 
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hubungan antar kategori, karena dapat mempermudah merencanakan kerja 

selanjutnya.
15

 Kemudian penyusunan data dilakukan secara sistematis dan 

simultan, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab 

permasalahan yang diteliti. 

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas data. Aktivitas 

ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan 

pola urutan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi yang 

diuraikan.
16

 Di samping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti 

proses analsis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan pernyataan 

singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan 

data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan 

cara pendekatan induktif yang berangkat dari informasi yang telah diperoleh 

dari  Desa Adiwarno yang kemudian dianalisis secara khusus setelah itu 

diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan cara mendapatkan 

informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti 

mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam 

pelaksanaan muzara’ah yang ditinjau dari ekonomi Islam. 

 

 

 

                                                 
15

 Ibid, h. 341 
16

 Ibid, h. 345 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Temuan Umum Hasil Penelitian 

1. Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung 

Timur 

Pada tahun 1939 didatangkan penduduk dari pulau Jawa dengan 

cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang 

disebut Bedeng 45.  

Pada waktu itu keadaan alamnya masih asli yakni berupa hutan 

belantara dan setiap Kepala Keluarga mendapat bagian Tanah Calon 

Pemukiman ¼ bau (1800 M) dan Lahan Pertanian 1 bau (7200 M). Dalam 

kurun waktu berjalan berkembanglah Bedeng tersebut menjadi sebuah 

Desa yang kemudian diberi nama Desa Adiwarno. ADI Berarti Baik, dan 

WARNO berarti Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tersebut 

diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Propinsi 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi 

tetap dapat terjalin suatu hubungan kerukunan yang harmonis.  

Bentuk susunan Pemerintah pada waktu itu dibagi menjadi 3 Blok 

atau Dukuh, yaitu: 

1. Dukuh Adiwarno, 45 A 

2. Dukuh Adiwarno, 45 B 

3. Dukuh Adiwarno, 45 polos 
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Berdasarkan tiga Dukuh tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) 

Kebayan/Dusun yaitu  : 

1. Kebayan/Dusun I Kebumen  

2. Kebayan/Dusun II Jombang 

3. Kebayan/Dusun III Sidorejo  

4. Kebayan/Dusun IV Adiluwih  

5. Kebayan/Dusun V Tulung Agung.
1
 

Urutan atau susunan pemegang jabatan Kepala desa Adiwarno dari 

saat ini terbentuk pendukuhan sampai resmi menjadi Desa Definitif adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno
2
 

 

No  Nama Masa Jabatan Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Citro Wikarto 

Adi Suwarno  

M. Bakri  

Mustaji 

Lanidi 

Budiono 

Budiono 

Asdadin 

Asdadin 

Jupriyanto 

Gunaryo  

Tahun 1939 – 1958 

Tahun 1958 – 1966 

Tahun 1966 – 1980 

Tahun 1980 – 1991 

Tahun 1991 – 1999 

Tahun 1999 – 2000 

Tahun 2000 – 2002 

Tahun 2002 – 2005 

Tahun 2005 – 2010 

Tahun 2010 – 2011 

Tahun 2012 - sekarang 

Kepala Kampung 

Kepala Kampung 

Kepala Desa 

Kepala Desa 

Kepala Desa 

Pjs. Kepala Desa 

Kepala Desa 

Pjs. Kepala Desa 

Kepala Desa 

Pjs. Kepala Desa 

Kepala Desa. 

 

                                                 
1
 Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno pada Tanggal 19 Mei 

2017 
2
 Dokumentasi Desa Adiwarno pada Tanggal 19 April 2017 
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Demikian secara ringkas uraian sejarah terbentuknya Desa 

Adiwarno yang tentunya dengan proses dan waktu yang relative cukup 

lama. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang 

semakin meningkat semua itu berkat kerja sama dan bahu membahu dari 

semua lapisan masyarakat dengan Pemerintah Desa, Pemerintah 

Kecamataan dan Kabupaten 

 

2. Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur 

 

a. Visi  

Terwujudnya desa Adiwarno menjadi desa yang berkembang dan 

menuju desa yang mandiri melalui bidang pendidikan, pertanian, dan 

usaha ekonomi produktif 

b. Misi  

1) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal 

maupun informal untuk memprediksi dan menambah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan 

2) Meningkatkan kerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk 

menambah hasil pertanian 

3) Meningkatkan usaha pertanian dan usaha rumahan (home industri) 

4) Memunculkan karya kreatif dan inovatif 

5) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa 

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
3
 

                                                 
3
 Ibid 
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3. Letak Geografis Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Adiwarno merupakan salah satu dari 17 Desa diwilayah 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang terletak lebih 

kurang 5 Km kearah selatan Barat Daya dari Kota Kecamatan. Desa 

Adiwarno mempunyai luas wilayah 371, 38 Ha. Dengan batas-batas:  

Sebelah Utara  : Desa Napirejo   

Sebelah Timur  : Desa Rejoagung 

Sebelah Barat  : Kelurahan Rejomulyo dan Tejosari 

Sebelah Selatan  : Sungai Sekampung
4
  

 

b. Iklim  

Iklim Desa Adawarno sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ibid 
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4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Adiwarno Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur dari tahun ketahun selalu 

mengalami perubahan. Hal ini terbukti dari hasil pendapatan penduduk 

mengalami peningkatan, sehingganya tarap hidup warga juga mengalami 

perubahan. Program Pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari 

dana Bantuan Pemerintah dan sumber dana Swadaya Murni Masyarakat.  

Tabel 2 

Sumber Penerimaan
5
  

 

No 
Sumber 

Penerimaan 

Tahun 
Ket 

2016 2017 

1. PBB Rp. 17.473.117 Rp. 14.298.470  

2. ADD Rp. 101.027.000 Rp. 112.776.000  

3. PNPM Rp. 119.800.000 Rp. 131.200.000  

4. APBD Rp. 275.000.000 Rp. 525.000.000  

     

 

5. Keadaan Pemerintahan 

Keadaan Pemerintah Desa selama kurun waktu berjalan sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2014 berjalan lancar dan tertib. Dengan kondisi 

desa yang aman dan suasana masyarakat yang tentram semua program 

pemerintah dapat terlaksana dengan baik.  

  

 

                                                 
5
 Ibid 
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6. Keadaan Penduduk 

Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur mempunyai 

jumlah penduduk 2557 jiwa. Yang tersebar dalam lima Dusun dengan 

perincian sebagaimana dalam Tabel:  

Tabel 3 

Jumlah Penduduk
6
  

 

No Nama Dusun 

Jumlah 

Penduduk 

Laki-laki 

Jumlah 

Penduduk 

Perempuan 

Jumlah  

1. Kebumen  347 315 662 

2. Jombang 263 248 511 

3. Sidorejo 198 192 390 

4. Adiluwih 202 196 398 

5. Tulung Agung 351 373 724 

 Jumlah  1.366 1.324 2.690 

 

 

7. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:  

Tabel 4 

Tingkat Pendidikan
7
  

 

No Pra Sekolah  SD SLTP SLTA Sarjana  

1. 246 588 180 100 65 

       

 

                                                 
6
 Ibid 

7
 Ibid 
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8. Mata Pencaharian 

Penggunaan Tanah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur sebagaimana besar diperuntuhkan untuk lahan pertanian.  

Tabel 5 

Mata Pencaharian
8
 

 

No Petani Pedagang PNS Buruh 

1. 533 35 58 391 

 

9. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan Tanah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur sebagian besar diperuntuhkan untuk lahan pertanian.  

 

10. Pemilik Ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Adiwarno adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 6 

Prasarana Desa
9
  

 

No Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-lain 

1. 2.242 320 161 70 10 

 

11. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana umum di Desa Adiwarno Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lapung Timur secara garis besar adalah sebagai 

berikut:  

                                                 
8
 Ibid 

9
 Ibid 
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Tabel 7 

Prasarana Desa
10

 

 

No  Jenis Sarana & 

Prasarana 

Volume  Keterangan 

1 Kantor Desa 0 Perlu dibangun 

2 Balai Desa 1 Perlu rehap lanjutan 

3 Balau dusun di Dsn V 1 Sangat diperlukan 

pembangunan 

4 Gedung Posyandu 3 2 posyandu masih numpang 

5 Gedung TPA 3 2 gedungm asih numpang + 

Mebilr 

6 Gedung TK 1 Perlu perbaikan dan 

meubiler 

7 Gedung PAUD 0 Sangat perlu dibagun 

8 Gedung SD Negeri 2 Perlu rebah dan meubiler 

9 Gedung PKK 0 Perlu dibangun 

10 Gedung BPD 1 Perlu dibangun 

11 Gedung Masjid/Mushola 11 Perlu perbaikan 

12 Jembatan pengubung antar 

Desa 

1 Perlu diperlukan 

13 Gedung lumbung pangan 

(paceklian) dan jemuran  

10 Sangat perlu dibangun 

14 Poskamling  7 Perlu perbaikan 

15 Tugu PKK 2 Perlu perbaikan 

16 Jalan aspal Kabupaten 1 Km Perlu perbaikan 

17 Jalan aspal Desa 0 Sangat perlu dibangun 

18 Jalanonderlagh 10200M Sangat perlu diaspel 

19 Jalan tanah 4000 M Perlu pengersan (onderlagh) 

20 Jembatan penghubung 

antar dusun 

1 Sangat perlu dibangun 

 

                                                 
10

 Ibid 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilaksanakan di Kantor Balai 

Desa, dengan sarana atau fasilitas pada sat ini masih kurang memadai, 

karena gedung balai desa masih dalam tahap rehab lanjutan. 

b. Pasa desa tidak ada dan untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok 

masyarakat mengunjungi pasar terdekat dan pasar Kota Metro 

c. Pendidikan Dasar Tingkat Kober, TK, SDN, dan TPA bagi anak cukup 

baik, akan tetapi sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian dari 

pemerintah. 

d. Secara umum sarana prasarana desa cukup, tetapi bila dilihat dari segi 

memadai masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan desa lain 

di Kecamatan Batanghari. 

 

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian  

1. Pelaksanaan Muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan kapubaten 

Lampung Timur 

Muzara’ah merupakan suatu kerjasama dalam bidang pengolahan 

pertanian yang terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan 

sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Begitu pula yang terjadi di Desa 

Adiwarno, kerja sama dalam bentuk muzara’ah merupakan suatu hal yang 

telah umum berlaku, karena lahan persawahan yang cukup luas untuk 

ditanami, yaitu kurang lebih 452 Ha,  namun di dusun 2 hanya 82 Ha. 

Disamping itu banyak orang yang mempunyai tanah persawahan 

yang kosong, akan tetapi dia kurang mampu atau tidak sanggup untuk 
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dapat mengolahnya sendiri. Begitupun sebaliknya banyak orang yang 

membutuhkan pekerjaan, serta mempunyai keahlian atau kemampuan 

untuk mengolah tanah, tetapi ia tidak mempunyai modal atau tanah. Dari 

hal tersebut maka keduanya bersepakat untuk bekerjasama.  

Berikut petikan wawancara dari para petani pemilih tanah dan juga 

petani penggarap lahan atau tanah. 

Pernyataan dari salah seorang pemilih tanah bahwa “sudah lama 

saya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap kepada orang lain. 

Kemudian ditambahkan kembali pernyataannya bahwa “faktor yang 

mendorong untuk menyerahkan lahan pertanian kepada orang lain karena, 

saya tidak sempat untuk mengolah lahan tersebut artinya tidak ada waktu 

karena saya sibuk di sekolah.  sebagian orang lain itu adalah adik saya 

sendiri, jadi seluruh jumlah orang yang menggarap tanah pertanian saya 

ada 3 orang”.
11

  

Kemudian pernyataan dari pemilik tanah yang lain bahwa “saya 

memiliki tanah kosong dan itu tidak dapat saya kerjakan sendiri, oleh 

sebab itu saya meminta tetangga saya untuk menggarap tanah tersebut, dan 

akan bagi hasil setelah panen”.
12

  

Bapak Ridwan pun menambahkan lagi bahwa tanahnya yang 

kosong digarap oleh adik iparnya sendiri dengan catatan bagi hasil setelah 

panen”.
13

 

                                                 
11

 Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad pada Tanggal 27 Juli 2017 
12

 Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan  pada Tanggal 27 Juli 2017 
13

 Ibid 
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Pernyataan dari Bapak Rahmad bahwa “dari penggarapan tanah 

tersebut ada persyaratan yaitu bagi hasil dari panen tersebut”.
14

  

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh petani lain yang tanahnya juga 

digarap oleh orang lain bahwa “hasil dari panen tersebut nantinya akan di 

bagi jika ¼ Ha tanah atau 10 kotak tanah yang digarap maka bagi hasilnya 

adalah 70% yang menggarap tanah dan 30% yang punya tanah atau 

pemilik tanah, seperti itu. Satu hal lagi dalam menggarap lahan pertanian 

menurut saya tidak ada batasnya selagi orang yang menggarap tersebut 

mampu dan mau terus menggarapnya, karena saya sendiri sibuk dengan 

pekerjaan lain”.
 15

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada 

sebagian orang petani yang memiliki lahan atau tanah kosong yang tidak 

mampu dikerjakan sendiri, tetapi digarap oleh orang lain dengan syarat 

bagi hasil setelah panen, dan itu dilakukan tanpa ada batasnya selagi 

pemilik tanah dan petani yang menggarap saling bekerjasama dengan baik 

dan saling percaya. 

Pelaksanaan muzara’ah yang dilakukan di Desa Adiwarno 

khususnya di Dusun 2 sudah berjalan dengan baik dan itu tidak menjadi 

beban antara petani pemilik tanah dengan petani yang menggarap tanah, 

artinya kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan oleh keduanya terlihat 

baik dan saling menguntungkan, walaupun dalam hasil panen tidak 

                                                 
14

 Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad pada Tanggal 27 Juli 2017 
15

 Hasil Wawancara dengan Bapak Imam pada Tanggal 28 Juli 2017 
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semuanya berjalan dengan baik, ada kalanya hasil panen begitu baik ada 

kalanya juga tidak baik.  

Kemudian pernyataan dari Bapak Wahyu sebagai pemilik tanah 

bahwa: “memberikan tanah garapan kepada petani penggarap seluas ¼ Ha. 

Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan perolehan hasil panen. Dalam 

kesepakatnya Bapak Wahyu memperoleh bagi hasil 30% dari hasil panen, 

sedangkan petani penggarap mendapatkan 70%. Hasil yang diperoleh 

petani penggarap lebih besar karena petani penggarap mempunyai 

tanggung jawab yang lebih besar, sementara Bapak Wahyu hanya 

menyediakan tanah. Kadang mereka mendapat keuntungan kadang rugi, 

akan tetapi keuntungan dan kerugian itu mereka tanggung bersama”.
16

  

Pernyataan dari salah seorang pemilik tanah yang lain bahwa 

“ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan maka harus terima karena 

tidak semua hasil panen itu baik, dan menyangkut perawatan semua di 

tanggung oleh penggarap tanah, tetapi saya juga kadang-kadang 

membantu untuk merawatnya, seperti membantu membeli bibitnya 

ataupun pupuk“.
17

 

Sama halnya yang dilakukan oleh petani pemilik tanah yang lain 

bahwa “kadang-kadang saya juga membantu untuk perawatan tanaman 

tersebut ya seperti membeli bibit dan pupuk serta obat semprot hama”.
18

 

Namun kadang-kadang juga ada perselisihan antara petani pemilik 

tanah dengan petani penggarap tanah, namun itu dapat diselesaikan dengan 

                                                 
16

 Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu pada Tanggal 27 Juli  2017 
17

 Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan pada Tanggal 27Juli 2017 
18

 Hasil Wawancara dengan Bapak Imam pada Tanggal 28 Juli 2017 
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baik. terbukti dari pernyataan salah seorang petani pemilik tanah ‘ketika 

ada perselisihan antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah kami 

langsung dapat menyelesaikan dengan baik, ya kadang-kadang yang salah 

paham saja, mungkin itu kurang komunikasi saja”.
19

 

Hasil dari wawancara di atas bahwasannya dapat dipahami 

pelaksanaan muzara’ah di Desa Adiwarno Dusun 2 tidak selamanya 

berjalan dengan baik kadang-kadang terjadi perselisihan antara petani 

pemilik tanah dengan petani penggarap tanah, namun semua itu dapat 

diselesaikan dengan baik.  

Kemudian beberapa pernyataan dari petani penggarap tanah, seperti 

Pernyataan dari salah seorang petani yang bernama Bapak Basir yang 

menggarap lahan dari Bapak Wahyu bahwa “ia menerima kesepakatan 

tanah garapan seluas ¼ Ha, dari tanah seluas ¼ Ha tersebut, pemilik tanah 

memberikan persyaratan bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak atas 

hasil tanah yang tumbuh diarea 6 kotak tanah, Terkadang saya 

mendapatkan keuntungan, terkadang juga rugi jika panen pada bagian 

yang gagal. Selain itu tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan pertanian 

yang kadang-kadang didapatkan dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan 

tetapi terkadang juga pemilih tanah yang rugi jika panen dibagiannya 

gagal”.
20

 

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Bapak Basir bahwa “faktor yang 

mendorong saya untuk menjadi petani penggarap tanah milik orang lain  
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dikarenakan saya tidak memilik tanah sendiri, saya hanya modal tenaga 

dengan bibit dan pupuk serta lainnya”.
21

 

Kemudian pernyataan dari Bapak Slamet yang sama sebagai petani 

penggarap yang menggarap lahan milik Bapak Imam bahwa: “Ia menerima 

tanah garapan seluas 1 Ha. Kemudian pemilik tanah menetapkan bahwa 

saya berhak atas perolehan hasil dibagian area tanah tertentu, sedangkan 

pemilik tanah juga mendapatkan bagian diarea tanah lainnya. Dari tanah 

seluas 1 Ha tersebut sudah dibagi menjadi 18 kotak tanah, dan setelah 

panen akan dibagi hasil dengan dengan persentase yaitu 70% penggarap 

tanah dan 30% pemilik tanah”.
22

 

Kemudian ditambahkan lagi bahwa saya menggarap tanah milik 

orang lain sama halnya dengan kata Bapak Basir bahwa saya tidak 

mempunyai tanah sendiri, dan hanya modal tenaga serta bibit dan lainnya, 

kemudian saya sepakat dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik 

tanah”.
23

 

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Suryadi “sebagai petani 

penggarap menerima tanah garapan seluas ½ Ha. Dari tanah seluas ½ Ha 

tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, kemudian dalam masalah 

bagi hasil pemilik tanah menetapkan bahwa saya berhak atas hasil tanaman 

yang tumbuh diarea 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh saya atau pemilik 

tanah tidak pasti, terkadang bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, 

begitupun sebaliknya. Dan kami tetap menjalani karena hal tersebut sudah 
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menjadi kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di Desa Adiwarno 

khususnya Dusun 2 ini cara bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70& 

penggarap tanah dan 30% pemilik tanah.
24

 

“Dikatakan dari hasil panen yang sudah dibagi dengan pemilik 

tanah, ya Alhamdulillah hidup kami sejahtera, cukup kalau dibilang 

kurang semua manusia pasti kurang, tapi Alhamdulillah semua itu sudah 

lebih dari cukup dan kami sejahtera”.
25

  

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya petani penggarap 

tanah sebagian tidak memiliki tanah sama sekali cuma bermodal tenaga 

dengan bibit, pupuk, obat pembasmi hama dan lain sebagainya. Namun 

dari semua itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, namun ada juga 

keluarga petani yang menggarap tanah milik orang lain tetapi tidak cukup 

untuk mememnuhi kebutuhan keluarga. Seperti pernyataan dari salah 

seorang petani  “sebagai petani penggarap, yang menggarap lahannya dari 

orang lain, menerima tanah garapan seluas 1 Ha, kemudian dalam masalah 

bagi hasil kami sepakat membagi secara persentase, yaitu saya sebagai 

penggarap tanah berhak atas hasil tanaman yang tumbuh diarea 1Ha, 

dengan jumlah 70 % sedangkan pemilik tanah 30 %”.
26

 

“Dari bagi hasil tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga, apalagi keluarga saya banyak, dan semua itu memerlukan biaya, 

tapi kami tetap bersyukur apapun itu hasilnya kami tetap bersyukur, oleh 
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karena itu kami tidak menggarap tanah orang lain cuma satu garapan tetapi 

ada 2 garapan tanah yang kami kerjakan”.
27

  

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Hasim sebagai “petani 

penggarap, yang menggarap lahan Bapak Rahmad, menerima tanah 

garapan seluas ½ Ha, dari tanah seluas ½ Ha tersebut sudah dibagi menjadi 

12 kotak tanah, dan bagi hasil kami menggunakan persentase yaitu sama 

halnya dengan petani yang lainnya”.
28

 

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Jamadi sebagai petani 

penggarap, menggarap lahan Bapak Rahmad, “menerima kesepakatan 

tanah garapan seluas ¼ Ha. Dari ¼ ha tanah tersebut sudah dibagi menjadi 

6 kotak tanah. Kemudian saya sepakat berhak mendapatkan hasil 70% 

hasil panen, sedangkan pemilik tanah berhak atas 30% dari hasil panen.
29

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan muzara’ah 

yang terjadi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur yaitu dalam kesepakatannya si pemilik tanah 

menyediakan tanah kepada petani penggarap kemudian petani penggarap 

bersedia untuk mengolah tanah pertanian tersebut. Sedangkan bibit, alat-

alat pertanian dan semua kebutuhan pertanian diserahkan kepada petani 

penggarap. Dilihat dari mana bibit dan kebutuhan pertanian itu berasal, 

maka akan berpengaruh pada prosentase bagi hasil antara pemilik tanah 

dan petani penggarap itu sendiri. Hasil petani penggarap lebih besar karena 

semua kebutuhan pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar 
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kecilnya bagian tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya 

tanggung jawab dan kompetensi masing-masing dalam penggarapan 

tersebut. 

 

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Muzara’ah di Desa 

Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

Membahas perspektif ekionomi Islam, ada satu titik awal yang 

benar-benar harus diperhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu 

ssesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari 

syari’atnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah 

al-Qur’an dan Sunnah.  

Muzara’ah merupakan suatu kerjasama dalam bidang pengolahan 

pertanian yang terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan 

sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Begitu pula yang terjadi di Desa 

Adiwarno Dusun 2 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 

kerja sama dalam bentuk muzara’ah merupakan suatu hal yang telah 

umum berlaku, karena lahan persawahan yang cukup luas untuk ditanami, 

yaitu kurang lebih 452 Ha dan di Dusun 2 kurang lebih 82 Ha . 

 Disamping itu banyak orang yang mempunyai tanah persawahan 

yang kosong, akan tetapi dia kurang mampu atau tidak sanggup untuk 

dapat mengolahnya sendiri. Begitupun sebaliknya banyak orang yang 

membutuhkan pekerjaan, serta mempunyai keahlian atau kemampuan 

untuk mengolah tanah, tetapi ia tidak mempunyai modal atau tanah. Dari 

hal tersebut maka keduanya bersepakat untuk bekerjasama. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang terjadi di Desa Adiwarno 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu dalam 

kesepakatannya si pemilik tanah menyediakan tanah kepada petani 

penggarap kemudian petani penggarap bersedia untuk mengolah tanah 

pertanian tersebut. Sedangkan bibit, alat-alat pertanian dan semua 

kebutuhan pertanian diserahkan kepada petani penggarap. Dilihat dari 

mana bibit dan kebutuhan pertanian itu berasal, maka akan berpengaruh 

pada prosentase bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap itu 

sendiri. Hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan 

pertanian ditanggung oleh petani penggarap. Jadi besar kecilnya bagian 

tersebut juga karena dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan 

kompetensi masing-masing dalam penggarapan tersebut. 

 Terkait hal ini, kesesuaian tinjauan ekonomi Islam terhadap 

pelaksanaan muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur terletak pada bagi hasil yang mereka lakukan, 

yaitu hasil petani penggarap lebih besar karena semua kebutuhan pertanian 

ditanggung oleh petani penggarap. Hasil yang diperoleh oleh penggarap 

tanah lebih besar yaitu 70% dari hasil panen tersebut, sedangkan pemilik 

tanah hanya 30% dari hasil panen, disebabkan pemilik tanah hanya 

bermodal lahan saja sedangkan keseluruhan ditanggung oleh petani 

penggarap tanah. Jadi besar kecilnya bagian tersebut juga karena 

dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab dan kompetensi masing-

masing dalam penggarapan tersebut.  
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Pada kenyataannya terkadang si pekerja memiliki kemahiran di 

dalam mengelola tanah, sedangkan pekerja tidak memilik tanah. 

Terkadang pemilik tanah tidak memiliki kemairan dalam bercocok tanam, 

maka Islam mensyari’atkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti 

pertalian kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerjasama yaitu dalam 

bentuk muzara’ah, orang-orang yang tidak mempunyai modal (lahan atau 

dana) sementara dia mempunyai kemampuan teknis, dapat bekerja dengan 

otang yang mempunyai dana, begitupun sebaliknya. Muszara’ah adalah 

kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, 

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) 

dari hasil penen. Orang yang mengerjakan ini berkewajiban mengurus apa 

saja yang baik bagi buah dan tanaman, disamping modal bibit juga 

mengairi, memberi saluran air, membajak, dan menyediakan alat-alat dan 

seterusnya. 

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, bahwa kerjasama 

tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur dengan cara persentase yaitu petani penggarap 

70% dan pemilik tanah 30%.
5
 

Pelaksanaan muzara’ah yang dilakukan di Desa Adiwarno 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan sesuai 

dengan syari’at Islam, yang di dalam syari’at atau ekonomi Islam terdapat 

                                                 
5
 Wawancara dengan Bapak Muslim (Tokoh Masyarakat), Tanggal 28 Juli 2017. 



 

 

 

57 

prinsi-prinsip ekonomi Islam yaitu siap melakukan resiko, tidak 

melakukan penimbunan, tidak monopoli, pelarangan interes riba, serta 

solidaritas sosial. Para pemilik tanah dan penggarap tidak melakukan 

penyimpangan dalam melaksanakan muzara’ah. Pemilik tanah tidak 

melakukan monopoli, ataupun pelarangan interes riba, karena melakukan 

monopoli ataupun pelarangan interes riba adalah perbuatan tercela. Islam 

mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul 

khairat. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. 

Begitupun penggarap tanah atau lahan juga tidak melakukan 

penyimpangan seperti penimbunan hasil panen, dan selalu siap 

menanggung resiko jika terjadia sesuatu yang sangat merugikan dua belah 

pihak. Menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan merupakan 

keuntungan dan manfaatnya yang diperoleh juga terkait dengan jenis 

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh 

seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip dimana ada 

manfaat, di situ ada risiko. Dan para penggarap tanah atau lahan pertanian 

di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur siap 

nenanggung resiko dalam kerjasama antara pemilik tanah dengan 

penggarap. Pelaksanaan muzara’ah yang telah diuraikan dari hasil 

wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di Desa 

Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur merupakan 

suatu kerjasama yang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam ekonomi 
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Islam, dimana dalam setiap pelaksanaannya hendaknya selalu ada keadilan 

yang merupakan nilai Ekonomi Islam.  

 

  



BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanan 

muzara’ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

ditinjau dari ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syari’at Islam atau 

ekonomi Islam, karena cara bagi hasil yang dilakukan sudah berdasarkan atas 

perolehan hasil pertanian (dengan persentase) yaitu 70% petani penggarap tanah 

dan 30% petani pemilih tanah, karena keseluruhan modal ditanggung oleh petani 

penggarap tanah sedangnya petani pemilik tanah hanya bermodal tempat atau 

lahan saja, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.  

 

B. Saran 

 Kepada masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur khususnya petani yang melaksanakan muzara’ah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan ekonomi Islam lebih diperhatikan lagi, karena menyangkut 

ketakwaan kepada Allah SWT, dan  bagi petani yang belum melaksanaan  

muzara’ah sesaui dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam hendaknya 

melaksanaan kerjasama muzara’ah yang sesuai dengan syari’at Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  

PELAKSANAAN MUZARA’AH DI DESA ADIWARNO   

KECAMATAN BATANGHARI  KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  

DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM 

 

 

A. WAWANCARA 

 

1. Pertanyaan Kepada Pemilik Tanah 

 

a. Sudah berapa lama Bapak menyerahkan lahan pertanian untuk 

digarap orang lain? 

b. Faktor apa yang mendorong Bapak untuk menyerahkan lahan 

pertanian dikelola orang lain? 

c. Berapa orang yang mengerjakan lahan pertanian Bapak? 

d. Apakah ada persyaratan untuk menggarap lahan pertanian Bapak? 

e. Apakah Bapak memiliki tanah kosong untuk dikerjakan oleh orang 

lain? 

f. Siapa yang mengerjakan tanah yang kosong? 

g. Menurut Bapak ketika hasil panen tidak sesuai apa yang Bapak 

lakukan? 

h. Bagaimana cara membagi hasil panen? 

i. Bagaimana cara membagi hasil panen? 

j. Bagaimana cara membagi hasil panen? 

k. Bagaimana cara membagi hasil panen? 

l. Apakah Bapak menerima kesepakatan dari penggarap tanah dalam 

akad kerjasama? 



 

 

2. Pertanyaan Kepada Petani Penggarap 

a. Apakah Bapak menerima kesepakatan tersebut? 

b. Apakah Bapak menerima syarat yang ditentukan oleh pemilik 

tanah? 

c. Apakah Bapak menerima kesepakatan bersama dalam bekerjasama 

dengan pemilik anah? 

d. Bagaimana cara bagi hasil panennya? 

e. Pembagian hasil yang Bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa 

mencukupi kebutuhan keluarga Bapak? 

f. Apakah syarat ditentukan oleh pemilik tanah? 

 

3.   Pengambilan Data Kepada Kepala Desa Adiwarno tentang : 

a. Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

B. DOKUMENTASI 

1. Pengutipan tentang letak geografis Desa Adiwarno Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

2. Pengutipan tentang  keadaan  demografis Desa Adiwarno 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

3. Pengutipan tentang struktur organisasi Desa Adiwarno Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

  



 

 

Lampiran:  Pedoman Wawancara  

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Rahmat 

Jabatan  : Pemilik Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Rahmad 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Sudah berapa lama Bapak 

menyerahkan lahan 

pertanian untuk digarap 

orang lain? 

 

sudah lama sekali saya menyerahkan lahan 

pertanian untuk digarap kepada orang lain.  

2 Faktor apa yang mendorong 

Bapak untuk menyerahkan 

lahan pertanian dikelola 

orang lain? 

Faktor yang mendorong untuk menyerahkan 

lahan pertanian kepada orang lain karena, 

saya tidak sempat untuk mengolah lahan 

tersebut artinya tidak ada waktu karena saya 

sibuk di sekolah.   

 

3 Berapa orang yang 

mengerjakan lahan 

pertanian Bapak? 

sebagian orang lain itu adalah adik saya 

sendiri, jadi seluruh jumlah orang yang 

menggarap tanah pertanian saya ada 3 orang. 

 

4 Apakah ada persyaratan 

untuk menggarap lahan 

pertanian Bapak? 

dari penggarapan tanah tersebut ada 

persyaratan yaitu bagi hasil dari panen 

tersebut 

 

 



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Ridwan 

Jabatan  : Pemilik Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Ridwan 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah Bapak memiliki 

tanah kosong untuk 

dikerjakan oleh orang lain? 

 

 

Saya memiliki tanah kosong dan itu tidak 

dapat saya kerjakan sendiri, oleh sebab itu 

saya meminta tetangga saya untuk 

menggarap tanah tersebut, dan akan bagi 

hasil setelah panen 

 

2 Siapa yang mengerjakan 

tanah yang kosong? 

Tanahnya yang kosong digarap oleh adik 

iparnya sendiri dengan catatan bagi hasil 

setelah panen 

 

3 Menurut Bapak ketika hasil 

panen tidak sesuai apa yang 

Bapak lakukan? 

Ketika hasil panen tidak sesuai yang 

diharapkan maka harus terima karena tidak 

semua hasil panen itu baik, dan menyangkut 

perawatan semua di tanggung oleh 

penggarap tanah, tetapi saya juga kadang-

kadang membantu untuk merawatnya, seperti 

membantu membeli bibitnya ataupun pupuk. 

 



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Imam 

Jabatan  : Pemilik Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Imam 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana cara membagi 

hasil panen? 

 

Hasil dari panen tersebut nantinya akan di 

bagi jika ¼ Ha tanah atau 10 kotak tanah 

yang digarap maka bagi hasilnya adalah 70% 

yang menggarap tanah dan 30% yang punya 

tanah atau pemilik tanah, seperti itu. Satu hal 

lagi dalam menggarap lahan pertanian 

menurut saya tidak ada batasnya selagi orang 

yang menggarap tersebut mampu dan mau 

terus menggarapnya, karena saya sendiri 

sibuk dengan pekerjaan lain. 

 

2 Apakah Bapak juga 

membantu dalam 

penanaman tersebut? 

Kadang-kadang saya juga membantu untuk 

perawatan tanaman tersebut ya seperti 

membeli bibit dan pupuk serta obat semprot 

hama. 

 

3 Apakah sering terjadi 

perselisihan, antara Bapak 

dengan Penggarapan tanah? 

ya kadang-kadang yang salah paham saja, 

mungkin itu kurang komunikasi saja. 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Wahyu 

Jabatan  : Pemilik Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Wahyu 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana cara membagi 

hasil panen? 

 

Memberikan tanah garapan kepada petani 

penggarap seluas ¼ Ha. Bagi hasil yang 

dilakukan berdasarkan perolehan hasil panen. 

Dalam kesepakatnya Bapak Wahyu 

memperoleh bagi hasil 30% dari hasil panen, 

sedangkan petani penggarap mendapatkan 

70%. Hasil yang diperoleh petani penggarap 

lebih besar karena petani penggarap 

mempunyai tanggung jawab yang lebih 

besar, sementara Bapak Wahyu hanya 

menyediakan tanah. Kadang mereka 

mendapat keuntungan kadang rugi, akan 

tetapi keuntungan dan kerugian itu mereka 

tanggung bersama. 

 

2 Apakah Bapak menerima 

kesepakatan dari penggarap 

tanah dalam akad 

kerjasama? 

ia menerima kesepakatan tanah garapan 

seluas ¼ Ha, dari tanah seluas ¼ Ha tersebut, 

pemilik tanah memberikan persyaratan 

bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak 

atas hasil tanah yang tumbuh diarea 6 kotak 

tanah, Terkadang saya mendapatkan 

keuntungan, terkadang juga rugi jika panen 

pada bagian yang gagal. Selain itu 

tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan 

pertanian yang kadang-kadang didapatkan 

dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan 

tetapi terkadang juga pemilih tanah yang rugi 

jika panen dibagiannya gagal 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Basir 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Basir 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah Bapak menerima 

kesepakatan tersebut? 

 

ia menerima kesepakatan tanah garapan 

seluas ¼ Ha, dari tanah seluas ¼ Ha tersebut, 

pemilik tanah memberikan persyaratan 

bahwa setelah panen, pemilik tanah berhak 

atas hasil tanah yang tumbuh diarea 6 kotak 

tanah, Terkadang saya mendapatkan 

keuntungan, terkadang juga rugi jika panen 

pada bagian yang gagal. Selain itu 

tanggungan bibit, pupuk dan kebutuhan 

pertanian yang kadang-kadang didapatkan 

dengan cara hutang terlebih dahulu. Akan 

tetapi terkadang juga pemilih tanah yang rugi 

jika panen dibagiannya gagal. 

 

2 Faktor apa yang mendorong 

Bapak untuk menggarap 

tanah milik orang lain? 

Faktor yang mendorong saya untuk menjadi 

petani penggarap tanah milik orang lain  

dikarenakan saya tidak memilik tanah 

sendiri, saya hanya modal tenaga dengan 

bibit dan pupuk serta lainnya. 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Slamet 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Slamet 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah Bapak menerima 

kesepakatan tersebut? 

 

Ia menerima tanah garapan seluas 1 Ha. 

Kemudian pemilik tanah menetapkan bahwa 

saya berhak atas perolehan hasil dibagian 

area tanah tertentu, sedangkan pemilik tanah 

juga mendapatkan bagian diarea tanah 

lainnya. Dari tanah seluas 1 Ha tersebut 

sudah dibagi menjadi 18 kotak tanah, dan 

setelah panen akan dibagi hasil dengan 

dengan persentase yaitu 70% penggarap 

tanah dan 30% pemilik tanah. 

 

2 Apakah Bapak menerima 

syarat yang ditentukan oleh 

pemilik tanah? 

saya tidak mempunyai tanah sendiri, dan 

hanya modal tenaga serta bibit dan lainnya, 

kemudian saya sepakat dengan syarat yang 

ditentukan oleh pemilik tanah 

 

 Apakah Bapak menerima 

kesepakatan bersama dalam 

bekerjasama dengan pemilik 

anah? 

sebagai petani penggarap menerima tanah 

garapan seluas ½ Ha. Dari tanah seluas ½ Ha 

tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak 

tanah, kemudian dalam masalah bagi hasil 

pemilik tanah menetapkan bahwa saya 

berhak atas hasil tanaman yang tumbuh 

diarea 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh 

saya atau pemilik tanah tidak pasti, terkadang 

bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, 

begitupun sebaliknya. Dan kami tetap 

menjalani karena hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di 

Desa Adiwarno khususnya Dusun 2 ini cara 

bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70& 

penggarap tanah dan 30% pemilik tanah 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Suryadi 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Suryadi 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana cara bagi hasil 

panennya? 

 

sebagai petani penggarap menerima tanah 

garapan seluas ½ Ha. Dari tanah seluas ½ Ha 

tersebut sudah dibagi menjadi 12 kotak 

tanah, kemudian dalam masalah bagi hasil 

pemilik tanah menetapkan bahwa saya 

berhak atas hasil tanaman yang tumbuh 

diarea 12 kotak tanah, hasil yang diperoleh 

saya atau pemilik tanah tidak pasti, terkadang 

bagian tanahnya bagus terkadang juga gagal, 

begitupun sebaliknya. Dan kami tetap 

menjalani karena hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan kami sejak dulu, dan umumnya di 

Desa Adiwarno khususnya Dusun 2 ini cara 

bagi hasilnya dengan persentase yaitu 70& 

penggarap tanah dan 30% pemilik tanah. 

2 Pembagian hasil yang 

Bapak dapat selama ini, 

apakah sudah bisa 

mencukupi kebutuhan 

keluarga Bapak? 

Dikatakan dari hasil panen yang sudah dibagi 

dengan pemilik tanah, ya Alhamdulillah 

hidup kami sejahtera, cukup kalau dibilang 

kurang semua manusia pasti kurang, tapi 

Alhamdulillah semua itu sudah lebih dari 

cukup dan kami sejahtera 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Jo 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Jo 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana cara bagi 

hasil panennya? 

 

sebagai petani penggarap, yang menggarap 

lahannya dari orang lain, menerima tanah 

garapan seluas 1 Ha, kemudian dalam masalah 

bagi hasil kami sepakat membagi secara 

persentase, yaitu saya sebagai penggarap tanah 

berhak atas hasil tanaman yang tumbuh diarea 

1Ha, dengan jumlah 70 % sedangkan pemilik 

tanah 30 % 

2 Pembagian hasil yang 

Bapak dapat selama ini, 

apakah sudah bisa 

mencukupi kebutuhan 

keluarga Bapak? 

Dari bagi hasil tersebut tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi 

keluarga saya banyak, dan semua itu 

memerlukan biaya, tapi kami tetap bersyukur 

apapun itu hasilnya kami tetap bersyukur, oleh 

karena itu kami tidak menggarap tanah orang 

lain cuma satu garapan tetapi ada 2 garapan 

tanah yang kami kerjakan. 

  petani penggarap, yang menggarap lahan Bapak 

Rahmad, menerima tanah garapan seluas ½ Ha, 

dari tanah seluas ½ Ha tersebut sudah dibagi 

menjadi 12 kotak tanah, dan bagi hasil kami 

menggunakan persentase yaitu sama halnya 

dengan petani yang lainnya 

 



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Hasim 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Hasim 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah syarat ditentukan 

oleh pemilik tanah? 

petani penggarap, yang menggarap lahan 

Bapak Rahmad, menerima tanah garapan 

seluas ½ Ha, dari tanah seluas ½ Ha tersebut 

sudah dibagi menjadi 12 kotak tanah, dan 

bagi hasil kami menggunakan persentase 

yaitu sama halnya dengan petani yang 

lainnya 

 

  



 

 

PETIKAN HASIL WAWANCARA 

 

Pewawancara  : Faisal Fajri 

Informan  : Bapak Jamadi 

Jabatan  : Petani Penggarap Tanah 

Tempat  : Kediaman Bapak Jamadi 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apakah Bapak menerima 

syarat dari pemilik tanah? 

Menerima kesepakatan tanah garapan seluas 

¼ Ha. Dari ¼ ha tanah tersebut sudah dibagi 

menjadi 6 kotak tanah. Kemudian saya 

sepakat berhak mendapatkan hasil 70% hasil 

panen, sedangkan pemilik tanah berhak atas 

30% dari hasil panen 
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